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ABSTRAK
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2018	PENGADILAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh).
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(Ida Keumala Jeumpa, S.H.,M.H.)
	Dalam Pasal 217 KUHP disebutkan bahwa, â€œBarangsiapa membuat gaduh di dalam persidangan pengadilan atau di tempat
seorang pegawai negeri menjalankan jabatannya yang sah di depan umum dan tidak mau pergi sesudah diperintahkan oleh atau atas
nama kekuasaan yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.800.000,-.â€•.
Namun pada kenyataannya, masih banyak pelaku tindak pidana membuat gaduh di dalam sidang pada Pengadilan Negeri Banda
Aceh yang tidak diberikan sanksi pidana.
	Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab timbulnya kegaduhan di dalam sidang pengadilan di
Pengadilan Negeri Banda Aceh dan menjelaskan bagaimana penerapan Pasal 217 KUHP di Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta
untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam penerapan Pasal 217 KUHP di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
	Data skripsi ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk
memperoleh data primer dengan melihat langsung persidangan dan dengan mewawancarai responden dan informan. Sedangkan
penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari ketentuan perundang-undangan,
buku-buku, dan tulisan tulisan ilmiah.
	Hasil penelitian menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya  gaduh di dalam ruang sidang pengadilan adalah
spontanitas dari pengunjung sidang dan kesadaran hukum yang masih rendah, penelitian berdasarkan penerapan ketentuan Pidana
Pasal 217 KUHP di Pengadilan Negeri Banda Aceh bukan tidak diterapkan namun belum pernah diterapkan, mengingat belum
terpenuhinya unsur Pasal 217 KUHP.  Hambatan dalam penerapan Pasal 217 KUHP adalah tidak ada batasan mengenai unsur
gaduh sehingga tidak terpenuhinya unsur pasal. Upaya yang dilakukan oleh hakim agar mencegah kegaduhan di dalam sidang
pengadilan yaitu dengan menjelaskan mengenai tata tertib sidang sebelum sidang dimulai.
	Disarankan kepada hakim agar menegakan kewibawaannya dan selalu menghimbau kepada pengunjung sidang agar selalu tertib di
dalam ruang sidang pengadilan, agar ditambahkan jumlah petugas keamanan sidang dan pembacaan tata tertib sidang oleh panitera
pengganti sebelum persidangan di mulai juga dijelaskan mengenai Pasal 217 KUHP beserta ancaman pidananya. 
